BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Masyarakat adat merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki kesatuan
lembaga adat, tanah ulayat dan mempunyai ikatan atau relasi dengan para leluhur.
Masyarakat adat juga merupakan masyarakat yang solid karena adanya hubungan
yang kuat dengan lingkungan hidup dan adanya nilai kebudayaan bersama yang akan
menentukan pranata ekonomi, politik dan sosial. Masyarakat adat memiliki kekhasan
budaya yang dapat menjadi parameter diferensiasi dengan kelompok masyarakat yang
lain. Nilai kebudayaan menjadi fundamen yang membentuk paradigma dan tindakan

dalam berelasi dengan sesama, wujud tertinggi dan lingkungan hidup.

Dalam konteks kebudayaan Manggarai, masyarakat adat memiliki lembaga
adat sebagai otoritas tertinggi dalam menyelenggarakan kehidupan bersama. Peran
lembaga adat sangatlah krusial dalam menentukan arah kehidupan semua masyarakat
adat. Lembaga adat yang mengatur tata kehidupan bersama, baik dalam bidang sosial
kebudayaan, ekonomi maupun politik. Lembaga adat terdiri atas tu’a golo, tu’a teno,
tu’a panga dan tu’a kilo. Mereka mempunyai peran dan fungsi yang esensial dalam
kehidupan masyarakat adat. Lembaga adat mempunyai legalitas untuk membagikan
lingko kepada masyarakat adat yang lainnya. Hal ini mengindikasikan lembaga adat
sebagai paguyuban yang memiliki otoritas dalam menentukan hidup bersama terlebih

khusus dalam menentukan kepemilikan tanah ulayat.

Lembaga adat juga berperan penting dalam mewariskan nilai-nilai
kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan ini terintergrasi dalam kearifan lokal sebagai satu
kesatuan yang utuh. Kearifan lokal dapat membentuk karakter, keterampilan, dan
paradigma orang Manggarai dalam melihat realitas kehidupan. Orientasi kehidupan
masyarakat adat bermuara pada perwujudan kehidupan yang harmonis antara sesama,

wujud tertinggi dan lingkungan hidup. Masyarakat adat mempunyai pandangan yang



khas terhadap alam, wujud tertinggi dan sesama. Orang Manggarai lazim
menyebutkan wujud tertinggi dengan Mori Kraeng. Mori Kraeng diyakini sebagai
Dia yang mempunyai kuasa atas kehidupan manusia serta dapat mendatangkan
kebaikan maupun keburukan bagi manusia. Mori Kraeng juga dipandang sebagai
Tuhan yang menyelenggarakan dan menciptakan alam semesta (Mori Jari agu
dedek). Maka pada giliranya, masyarakat adat mempunyai kewajiban untuk
menghormati dan menjaga alam sebagai ciptaan Mori Kraeng. Hal ini terwujud
dalam ritual penghormatan kepada alam seperti penti, barong wa’e, congko lokap dan

lain-lain.

Pada taraf tertentu, masyarakat adat melihat alam sebagai ema gu ine (ibu dan
ayah) yang memberikan kehidupan bagi manusia. Masyarakat adat mempunyai
kewajiban dan tanggung jawab secara moral untuk menjaga keharmonisan relasi
dengan alam semesta. Apabila manusia merusak tata ekosistem secara masif, maka
akan mendatangkan musibah berupa lus (longsor), mbang (banjir), pasat (kilat) dan
lain-lain. Selain itu, masyarakat Manggarai juga mempunyai kepercayaan bahwa
alam merupakan tempat tinggalnya roh para leluhur atau empo. Roh para leluhur ini
tinggal di tempat tertentu seperti pohon, mata air, batu, dan compang sehingga tempat
tersebut dianggap tempat yang sakral atau keramat (kepercayaan religio-magis).
Realitas ini dapat mengkonfirmasi bahwa orang Manggarai melihat alam sebagai

sesuatu yang hidup.

Berdasarkan fungsi dan peran masyarakat adat dalam hal ini masyarakat adat
Manggarai, maka negara perlu mengakui dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh
masyarakat adat seturut undang-undang yang berlaku. Sebagaimana yang termaktub
dalam UUD 1945 Pasal 281 Ayat 3, “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
dihormati selaras dengan dengan perkembangan zaman dan peradaban.”* Mandat
undang-undang tersebut menghendaki negara untuk mengakui dan menghormati hak

tradisional masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan penegakan hak asasi

lRepublik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat 3, Bab
X.



manusia. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah ulayat, hak untuk mengurus diri
sendiri, hak untuk berpendapat, hak untuk berbudaya dan hak untuk berpartisipasi
dalam bidang politik. Berbagai hak ini perlu diakomodatif secara efektif dan

proporsional dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kendati demikian, pada kenyataannya pemerintah tidak menjalankan amanah
undang-undang, sebaliknya pemerintah justru merupakan pihak yang merugikan
masyarakat dengan mengizinkan pertambangan di Manggarai sebab tidak bisa
disangkal, kehadiran industri pertambangan di Manggarai turut merusak tatanan
ekosistem alam secara masif dan permanen. Eksistensi industri pertambangan ini juga
telah menjadi sebuah polemik yang sangat kompleks. Selain dapat merusak alam
secara masif, industri pertambangan juga dapat merusak tatanan kebudayaan
masyarakat setempat dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Para
kapitalis pertambangan kerap kali berkonspirasi dengan pemerintah daerah untuk
memuluskan aktivitas pertambangan. Walaupun melabrakan hukum yang berlaku dan
hak masyarakat adat, pemerintah daerah sangat loyal menerbitkan berbagai IUP di
wilayah Manggarai. Pemerintah juga sering melancarkan berbagai propaganda
pembangunan sebagai alternatif untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.
Tindakan manipulatif tersebut turut mengakomodasi gerakan masyarakat adat untuk

melawan investasi tambang di Manggarai.

Masyarakat adat cenderung mengakomodasi gerakan yang berbasis
kebudayaan. Prinsip “gendang one lingko peang” menjadi landasan pembentukan
gerakan masyarakat adat. Prinsip tersebut terintegrasi dalam pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan tanggung jawab ekologi sebagai
konsep yang melekat dalam diri masyarakat adat. Pembangunan berkelanjutan dan
tanggung ekologi menjadi cikal bakal partisipasi masyarakat adat dalam menjaga
kelestarian lingkungan hidup. Pada koridor ini, masyarakat adat mempunyai posisi
yang sangat esensial terhadap sumber daya alam. Masyarakat adat mempunyai hak
untuk mengelola dan melindungi sumber daya alam ini sebagai implikasi atas

perwujudan hak tradisional mereka. Pada kesempatan tertentu, pemerintah perlu



melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam menyelenggarakan kebijakan
pertambangan. Masyarakat adat dapat berkolaborasi dengan pemerintah melalui
musyawarah bersama, moratorium dan monitoring, dan terlibat secara bersama dalam
menyelenggarakan kebijakan tambang. Hal tersebut dilihat sebagai perwujudan
pemerintah yang pro terhadap rakyat sekaligus mewujudkan nilai-nilai demokrasi.
Masyarakat adat juga mempunyai hak untuk menentang dan mengoreksi segala
kebijakan pemerintah, terlebih khusus dalam bidang pertambangan. Masyarakat adat
mempunyai hak untuk menentang berbagai bentuk ketidakadilan yang diciptakan oleh

para investor tambang dan pemerintah.

Masyarakat adat dapat melakukan demonstrasi, litigasi, protes dan advokasi
sebagai upaya untuk melindungi lingkungan hidup sekaligus memperjuangkan hak
mereka. Berbagai gerakan ini sebagai upaya untuk melawan para kapitalisme yang
serakah dan egois. Masyarakat adat dalam mewujudkan orientasi gerakan perlu
melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Gereja dan organisasi masyarakat
lainnya seperti JATAM, JPIC, WALHI, dan lain-lain. Partisipasi kelompok ini turut
andil dalam membantu masyarakat adat untuk membela interese mereka dan
mewujudkan keadilan. Gerakan masyarakat adat dalam melawan para investor
tambang dan pemerintah yang korup mencirikan partisipasi masyarakat adat dalam

membangun kehidupan yang adil dan beradab.

Dengan ini, masyarakat adat perlu menuntut pemerintah untuk membekukan
berbagai IUP yang berada di wilayah Manggarai. Selain itu, masyarakat adat dapat
menuntut ganti rugi kepada perusahaan atas kerusakan alam dan dampak ekonomi
serta sosial yang diakibatkan aktivitas pertambangan. Pada giliranya gerakan
masyarakat adat ini menjadi sebuah momentum untuk mereformasi praksis
penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dan
masyarakat adat perlu berkolaborasi atau bergotong royong untuk merancang maupun

melaksanakan pembangunan bangunan Manggarai yang beradab dan berkeadilan.



5.2 Usul dan Saran

Melalui tulisan ini, penulis mengutarakan beberapa saran untuk pemerintah
dan masyarakat adat. Penulis mengharapkan saran yang dikemukakan dapat
bermanfaat untuk mewujudkan partisipasi bersama dalam membangun tanah nuca

lale yang berkeadilan dan beradab.
5.2.1 Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai representasi dari masyarakat Manggarai perlu
menyelenggarakan pembangunan secara musyawarah dan berkeadilan. Pemerintah
merupakan institusi yang merealisasikan aspirasi masyarakat diharapkan dapat
menjalankan tanggung jawabnya secara baik. Ada beberapa saran yang diamanatkan

kepada pemerintah:

Pertama, pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat lingkar tambang
dalam melaksanakan pembangunan di bidang pertambangan. Partisipasi masyarakat
adat sangat penting dalam menentukan arah pelaksanaan pembangunan. Pemerintah
perlu menjajak berbagai pendapat dari masyarakat adat berkaitan kesepakatan mereka
tentang industri pertambangan. Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi nota
kesepakatan antara masyarakat adat dengan para investor pertambangan. Hal ini
dibuat sebagai upaya untuk mewujudkan rambu-rambu hukum dalam melaksanakan

aktivitas pertambangan.

Kedua, pemerintah diharapkan untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam
menyelenggarakan pembangunan. Sikap transparan dan akuntabel menggambarkan
citra diri pemerintah yang baik (good governance). Pemerintah harus terbuka dan

bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan umum.

Ketiga, pemerintah diharapkan untuk memperhatikan dan melindungi
eksistensi masyarakat adat. Pemerintah perlu menjamin hak-hak yang dimiliki oleh
masyarakat adat. Dalam menyelenggarakan pembangunan, pemerintah perlu
memberdayakan dan mengembangkan kualitas hidup masyarakat adat.



5.2.2 Masyarakat Adat Manggarai

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan beberapa saran bagi masyarakat
adat. Ada dua saran yang ditujukan kepada masyarakat adat.

Pertama, lembaga adat maupun anggota masyarakat adat diharapkan untuk
terus meningkatkan partisipasi dalam mengatasi berbagai persoalan tambang.
Partisipasi masyarakat adat turut andil dalam melawan berbagai penyimpangan yang
diciptakan oleh para investor tambang maupun pemerintah. Suara profetis masyarakat
adat dalam menentang berbagai kebobrokan menjadi momentum untuk melahirkan
masyarakat sipil yang kritis dan revolusioner demi kebaikan umum. Dengan ini,
masyarakat adat harus bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain dalam

menyuarakan keadilan dan kesetaraan.

Kedua, masyarakat adat diharapkan untuk mengembangkan dan melestarikan
berbagai kearifan lokal. Masyarakat adat perlu mempertahankan nilai-nilai
kebudayaan dari berbagai pengaruh yang negatif. Nilai-nilai kebudayaan menjadi
pendoman yang menentukan arah kehidupan bersama. Kearifan lokal juga menjadi
prinsip yang dapat melahirkan kekuatan untuk melawan berbagai bentuk diskriminasi

dan dampak destruktif dari aktivitas pertambangan.
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